
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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S A L I N A N

PENETAPAN

Nomor 343/Pdt.P/2023/PA.Pwl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam

sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

ROHANIA, S.Pd, BINTI MAHMUD,  Tempat /Tanggal  Lahir  Subik,  14

Juli  1985,  NIK  7604125407850001,  Jenis  Kelamin

Perempuan,  Kebangsaan  Indonesia,   Agama   Islam,

Pekerjaan  Karyawan  Honorer,  Alamat  Desa  Sabang

Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar,

Provinsi Sulawesi Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa

khusus  kepada MUH.  YUSUF,  S.H.,  M.H.

Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada  Kantor  LBH

SETARA MALAQBIQ YUSTISI yang beralamat di  Jalan

Kompleks  Pasar  Pambusuang,  Desa  Pambusuang,

Kecamatan  Balanipa,  Kabupaten  Polewali  Mandar,

Provinsi Sulawesi Barat, dengan domisili elektronik pada

alamat  email  ashifyusuf412@gmail.com, berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2023 yang terdaftar di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Polewali  Nomor  :

108/SK/VIII/2023  tanggal  8  Agustus  2023,  sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

25  Juli  2023  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Polewali
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pada  tanggal  26  Juli  2023  dengan  register  perkara  Nomor

343/Pdt.G/2023/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak yang bernama FINOLA. H.R Binti Khairuddin  adalah anak

kandung  dari  pasangan  suami  istri  antara  Rohania  binti Mahmud

(Pemohon) dengan  Khairuddin  bin H.  Udin yang  masih  berumur  10

Tahun sementara Pemohon adalah Ibu Kandung tersebut dan/atau  Calon

Wali dari anak tersebut; 

2.   Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama Khairuddin bin H. Udin

dengan ibu kandung anak tersebut yang bernama Rohania binti Mahmud

telah bercerai di Pengadilan Agama Polewali Pada tahun 2018;

3.  Bahwa anak yang bernama Finola H. R baik sebelum cerai maupun sesudah

cerai anak dari pasangan suami istri antara Rohania binti Mahmud dengan

Khairuddin  bin  H.  Udin tersebut  Pemohon dan (Ibu  kandung Pemohon)

Neneknya sudah lama berada dalam pemeliharaan dan Tinggal  di  desa

Sabang Subik Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

4.   Bahwa ibu kandung anak tersebut telah menikah dengan seorang lelaki

bernama  Arsyad  pada  tahun  2020  dan  tinggal  bersama  dirumah  Ibu

Pemohon (Nenek Finola H.R) yang bernama Halija di Desa Sabang Subik

Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Silawesi Barat.

5.  Bahwa ayah kandung anak tersebut juga telah meninggal dunia pada hari

Selasa Tanggal 28 Maret 2023 di Desa Pambusuang karena sakit;

6.  Bahwa setelah kematian Ayah kandung anak tersebut, maka anak tersebut

menjadi  tanggungjawab  dan  berada  dalam  pemeliharaan/pengasuhan

Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandungnya memerlukan Penetapan perwalian

atas anak kandung dibawah umur tersebut guna dijadikan sebagai alasan

hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk

mengurus  surat-surat  berharga  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  anak

dibawah umur tersebut; 

8.  Bahwa  sejak  meninggalnya  almarhum  Khairuddin  bin  H.  Udin hingga

diajukannya  permohonan  ini  tidak  ada  pihak  lain  yang  menyatakan

keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
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9. Bahwa  Pemohon  mengajukan  permohonan  ini  dengan  alasan  sebagai

berikut:

a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian

harta benda  dan rekening BRInya (No.Rek. 5039-01-030195-53-8 dan

5039-01-037134-53-3) dari peninggalan ayah kandung anak tersebut;

b. Bahwa anak tersebut  butuh perlindungan,  pengawasan dari  Pemohon

atas anak tersebut;

10.  Bahwa  Pemohon  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul  akibat

perkara ini; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama  Polewali  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Menetapkan Pemohon (Ibu Kandung) sebagai  sah wali dari anak kandung

tersebut yang  bernama  Finola  H.R  binti  Khairuddin, umur  10  tahun,

agama Islam, 

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  seadil-adilnya  (ex

aequo et bono)

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  ditetapkan,  Pemohon  didampingi

kuasanya  telah  hadir  menghadap  di  persidangan,  kemudian  pemeriksaan

perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan

maksud pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon

mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat:

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Cerai Pemohon  (Rohania,  S.Pd  binti

Mahmud)  dengan  Almarhum  Khaeruddin,  A.MK  bin  H.  Udin,  Nomor

629/AC/2018/PA.Pwl, yang dikeluarkan oleh  Panitera Pengadilan Agama

Polewali   tertanggal  27  Desember  2018,  bukti  surat  tersebut  setelah

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai  cukup dan telah

distempel pos, selanjutnya diberi kode (P.1);
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2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Finola, H.R, Nomor

7604-LU-05062013-0128,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Polewali  Mandar,

tertanggal  3  Agustus  2013,  bukti  surat  tersebut  setelah  dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah distempel pos,

selanjutnya diberi kode (P.2);

3. Fotokopi  Kutipan Akta  Kematian  atas  nama Khairuddin,  Nomor

7604-KM-02052023-0009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Kabupaten Polewali Mandar, tertanggal 2 Mei 2023,  bukti surat tersebut

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan

telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris atas nama Finola, H.R ahli

waris dari  Khairuddin, A.Mk, Nomor: 450.5/15/Ds.Pbs, yang dikeluarkan

oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Balanipa Desa

Pambusuang,  tertanggal  15  Juni  2023,  bukti  surat  tersebut  setelah

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai  cukup dan telah

distempel pos, selanjutnya diberi kode (P.4);

5. Fotokopi  Transaksi  Finansial atas  nama  Khairuddin,  Nomor:

503901030195538, Saldo akhir Rp100.332.239,00,- yang dikeluarkan oleh

Bank  Rakyat  Indonesia  Unit  Tinambung  Majene,  tertanggal  8  Agustus

2023,  bukti  surat  tersebut  setelah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata

cocok, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode

(P.5);

6. Fotokopi  Transaksi  Finansial atas  nama  Khairuddin,  Nomor:

503901037134533, Saldo akhir Rp200.251702,00,- yang dikeluarkan oleh

Bank  Rakyat  Indonesia  Unit  Tinambung  Majene,  tertanggal  8  Agustus

2023,  bukti  surat  tersebut  setelah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata

cocok, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode

(P.6);

B. Bukti saksi:

1. Hamkan bin Adam,  umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan,

bertempat  kediaman di  Dusun I Subik, Desa Sabang Subik, Kecamatan
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Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai tetangga

Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa  saksi  kenal  Pemohon bernama  Rohania,  S.Pd  binti  Mahmud

sejak Pemohon menikah dengan Khairuddin bin H. Udin;

- Bahwa saksi  kenal  suami Pemohon bernama Khairuddin bin H. Udin,

namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret

2023 karena sakit;

- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan Khairuddin bin H.

Udin telah dikaruniai  seorang anak perempuan yang bernama Finola

H.R binti Khairuddin, sekarang berumur 10 (sepuluh) tahun lebih;

- Bahwa  setahu  saksi  anak  tersebut  dalam asuhan  Pemohon  dan  ibu

kandung Pemohon;

- Bahwa  saksi  melihat  dalam  keseharian  hubungan  Pemohon  dengan

anaknya terjalin dengan baik dan penuh kasih sayang, Pemohon tidak

pernah bersikap kasar  justru  sangat  perhatian  dengan anaknya dan

dapat memelihara hak-hak anaknya, bertanggung jawab serta amanah;

- Bahwa  setahu  saksi  tujuan  Pemohon  mengajukan  perwalian  untuk

pengurusan pencairan dana pada rekening BRI atas nama almarhum

Khairuddin  sementara  anak  Pemohon  masih  di  bawah  umur  untuk

melakukan perbuatan hukum;

2. Padaria, S.Pd.I binti Hamma, Umur  37 tahun,  Agama Islam,  Pekerjaan

Guru  Honorer,  Bertempat  kediaman  di  Dusun  I  Subik,  Desa  Sabang

Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku

sebagai  sepupu  satu  kali  Pemohon  di  bawah  sumpahnya  telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  Pemohon bernama  Rohania,  S.Pd  binti  Mahmud

sejak Pemohon menikah dengan Khairuddin bin H. Udin;

- Bahwa saksi  kenal  suami Pemohon bernama Khairuddin bin H. Udin,

namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret

2023 karena sakit terjatuh di kamar mandi;
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- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan Khairuddin bin H.

Udin telah dikaruniai  seorang anak perempuan yang bernama Finola

H.R binti Khairuddin, sekarang berumur 10 (sepuluh) tahun lebih;

- Bahwa  setahu  saksi  anak  tersebut  dalam asuhan  Pemohon  dan  ibu

kandung Pemohon;

- Bahwa  saksi  melihat  dalam  keseharian  hubungan  Pemohon  dengan

anaknya terjalin dengan baik dan penuh kasih sayang, Pemohon tidak

pernah bersikap kasar  justru  sangat  perhatian  dengan anaknya dan

dapat memelihara hak-hak anaknya, bertanggung jawab serta amanah;

- Bahwa  setahu  saksi  tujuan  Pemohon  mengajukan  perwalian  untuk

pengurusan pencairan dana pada rekening BRI atas nama almarhum

Khairuddin  sementara  anak  Pemohon  masih  di  bawah  umur  untuk

melakukan perbuatan hukum;

Bahwa  atas  keterangan  saksi-saksi  tersebut,  Pemohon  telah

mencukupkan  keterangan  saksi-saksi  tersebut,  selanjutnya  Pemohon

menyampaikan  kesimpulan  tetap  pada  permohonannya  serta  mohon  agar

Majelis Hakim menjatuhkan penetapan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya

ditunjuk  kepada  hal-hal  sebagaimana  tercantum  dalam  berita  acara

persidangan perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  ini  sebagaimana

telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  pemeriksaan

perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Pemohon

didampingi kuasanya datang menghadap persidangan;
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Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan

permohonan Pemohon yang isi dan maksud pokoknya tetap dipertahankan oleh

Pemohon;

Menimbang,  bahwa  pada  pokoknya  Pemohon  memohon  kepada

Pengadilan Agama Polewali agar menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah

dari anak kandung Pemohon bernama Finola H.R binti Khairuddin yang masih

di  bawah  umur,  selanjutnya  penetapan  tersebut  akan  digunakan  dalam

pengurusan pencairan dana pada rekening BRI Unit Tinambung Majene atas

nama  almarhum  Khairuddin,  sehingga  Pemohon  memohon  agar  ditetapkan

sebagai  wali  dari  anak  kandung  Pemohon  tersebut  dan  dapat  melakukan

segala  perbuatan  hukum  atas  nama  dan  untuk  kepentingan  anak  kandung

Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil  permohonannya, Pemohon

telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang terdiri dari P.1, P.2, P.3, P.4,

P.5 dan P.6, bukti surat mana telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen

pos  sehingga  telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  2  ayat  (3)  Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dengan demikian bukti-bukti surat

tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal  sebagai  bukti  surat  berdasarkan

ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, P5 dan P.6 termasuk

kategori bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka

segala apa yang termuat dalam akta-akta otentik tersebut harus diterima dan

dinyatakan terbukti serta patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sedangkan

bukti  P.4 merupakan akta dibawah tangan yang nilai  pembuktiannya adalah

bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  berupa  fotokopi  Akta  Cerai  yang

menerangkan  bahwa  Pemohon  (Rohania,  S.Pd  binti  Mahmud)  telah  terjadi

perceraian dengan Khairuddin bin H. Udin pada tanggal 27 Desember 2018 di

Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama

Finola  H.R,  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa  di  Polewali  Mandar,  pada

tanggal 22 Mei 2013, telah lahir Finola H.R, sebagai anak kesatu perempuan
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dari  ayah Khairuddin dan ibu Rohania. Dengan demikian terbukti  anak yang

bernama Finola H.R berumur 10 tahun 2 bulan lebih (di bawah umur);

Menimbang,  bahwa  bukti  P.3,  berupa fotokopi  Kutipan Akta  Kematian

yang  menerangkan  bahwa  Khairuddin  telah  meninggal  dunia  di  Desa

Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal

28 Maret 2023;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.4,  berupa  fotokopi  Surat  Keterangan  Ahli

Waris yang menerangkan bahwa Finola, H.R adalah ahli waris (anak kandung)

dari almarhum Khairuddin, A.Mk; 

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6, berupa fotokopi Laporan Transaksi

Finansial  yang  menerangkan  bahwa  Khairuddin  semasa  hidupnya  memiliki

buku  tabungan  dengan  rekening  Nomor  5039-01-030195-538  sejumlah

Rp.100.332.239.00,-  dan  rekening  Nomor  5039-01-037134-533  sejumlah

Rp200.251.702,-;

  Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 merupakan akta

otentik,  bermeterai  cukup dan distempel  pos serta  telah dicocokkan dengan

aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  Pemohon  dengan  Khairuddin  telah

terjadi  perceraian  dan  telah  dikaruniai  seorang  anak  perempuan  bernama

Finola H.R binti  Khairuddin yang lahir  pada tanggal  22 Mei  2013 dan ayah

kandung Finola telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2023, ahli waris

Khairuddin  hanya  anak  kandungnya  bernama  Finola,  H.R.  dan  semasa

hidupnya  Khairuddin  memiliki  2  (dua)  rekening  tabungan  pada  BRI  Unit

Tinambung Majene. Dengan demikian berdasarkan bukti surat tersebut Majelis

Hakim menilai telah terbukti jika anak kandung Pemohon bernama Finola H.R

binti  Khairuddin  belum cakap  bertindak  dalam melakukan  perbuatan  hukum

oleh  karena  Finola  H.R  binti  Khairuddin  saat  ini  berusia  10  tahun  2  bulan,

sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

  Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana

pertimbangan di atas, Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi yang terdiri

dari 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah dewasa dan telah disumpah

Halaman 8 dari 12 hal.Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2023/PA.Pwl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum  memberikan  keterangan,  sehingga  memenuhi  syarat  formal

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  pertama  dan  saksi  kedua

Pemohon mengenai permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8 dan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan

dalil  yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  pertama  dan  saksi  kedua

Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309

R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  dari  permohonan  Pemohon,  dihubungkan  dengan

keterangan  Pemohon  dan  bukti-bukti  yang  diajukan  di  persidangan,  telah

ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa  Finola  H.R  binti  Khairuddin  adalah  anak

kandung Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon (Rohania, S.Pd binti

Mahmud) dengan Khairuddin bin H. Udin;

2. Bahwa  antara  Pemohon  (Rohania,  S.Pd  binti

Mahmud)  dengan  Khairuddin  bin  H.  Udin  telah  terjadi  perceraian  pada

tanggal 3 Desember 2018;

3. Bahwa Khairuddin bin H. Udin telah meninggal dunia

pada tanggal 28 Maret 2023, karena sakit;

4. Bahwa Finola H.R binti Khairuddin saat ini berusia

10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan;

5. Bahwa  Pemohon  berbudi  luhur,  memiliki  sifat

penyayang terhadap anaknya dan bertanggung jawab serta amanah;

6. Bahwa  Pemohon  bermaksud  ditetapkan  menjadi

wali terhadap anak kandungnya bernama Finola H.R binti Khairuddin, untuk

pengurusan  pencairan  dana  tabungan  pada  BRI  Unit  Tinambung  Majene

atas nama Khairuddin;
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  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  maka

Majelis  Hakim berkesimpulan Pemohon adalah ibu  kandung dari  anak yang

masih  dibawah  umur  bernama  Finola  H.R  binti  Khairuddin  serta  ayah

kandungnya telah meninggal dunia, oleh karena anak tersebut masih dibawah

umur  maka  Pemohon memohon agar  dirinya  ditetapkan  sebagai  wali  untuk

mewakili  anak tersebut  dalam bertindak  hukum yang berkaitan  dengan  hak

anak Pemohon tersebut;

Menimbang,  bahwa  permohonan  perwalian  aquo secara  tekstual

melanggar  ketentuan-ketentuan  terkait  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  34

tahun  2014  yaitu  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002

tentang Perlindungan Anak, juncto Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 1 dan 2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  yaitu  perubahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena yang dimohonkan adalah

anak di bawah umur oleh orang tua (ibu kandung) dan tidak pernah dicabut

kekuasaannya;

Menimbang,  bahwa  meskipun  subyek  hukum  yang  dimohonkan  masih

anak kandungnya di bawah umur dan tidak pernah dicabut kekuasaannya, akan

tetapi pihak BRI Unit Tinambung Majene mensyaratkan harus ada penetapan

dari Pengadilan Agama maka Majelis Hakim perlu menetapkan Pemohon (ibu

kandung) sebagai wali dari anaknya guna mewakili kepentingan subyek hukum

untuk mengurus pencairan dana dari almarhum Khairuddin bin H. Udin sebagai

ahli waris satu-satunya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  ibu  kandung  anak  tersebut  yang

bernama Rohania, S.Pd binti Mahmud secara otomatis dipandang cakap untuk

bertindak sebagai wali, sehingga Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari

anak yang bernama Finola H.R binti Khairuddin, umur 10 tahun 2 bulan, oleh

karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka

berdasarkan, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
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Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara

dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat  semua  Pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan  Pemohon (Rohania,  S.Pd  binti  Mahmud)  sebagai  wali  dari

seorang  anak  yang  bernama  Finola  H.R  binti  Khairuddin,  lahir  pada

tanggal 22 Mei 2013;

3. Membebankan  Pemohon   untuk  membayar   biaya    perkara   sejumlah

Rp140.000,00,-( seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian  ditetapkan  dalam  rapat  permusyawaratan Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Polewali  yang dilangsungkan  pada hari  Rabu tanggal  16

Agustus 2023 Masehi  bertepatan dengan tanggal  29 Muharram 1445 Hijriah

oleh  A.  Muh.  Yusri  Patawari,  S.H.I.,  M.H. sebagai  Ketua  Majelis,  Dra.  Hj.

Nailah  B,  M.H. dan   Drs.   H.   Abd.Jabbar,M.H. sebagai  Hakim  Anggota,

penetapan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  dan

disampaikan kepada para pihak melalui system informasi Pengadilan pada hari

itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

oleh  Dian  Eko  Nugroho  Ibrahim,  S.H. sebagai  Panitera  Pengganti,  serta

dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.
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Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.
Perincian biaya :

-  PNBP : Rp  30.000,00

-  Proses : Rp 100.000,00

-  Panggilan : Rp   00.000,00

-  Meterai : Rp  10.000,00

J u m l a h : Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).
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